
 

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

NOMOR 180/2981/HUK 

TENTANG 

 

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA DAERAH 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023 

 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, 

 

Menimbang :  a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah, perencanaan penyusunan peraturan 

kepala daerah dilakukan dalam bentuk perencanaan 

penyusunan peraturan kepala daerah; 

b. bahwa perencanaan penyusunan peraturan kepala daerah 

ditetapkan dengan Keputusan Sekretariat Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 

Sekretaris Daerah tentang Perencanaan Penyusunan 

Peraturan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 

Tahun 2022; 

Mengingat :    1.  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang 

Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan 

Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra 

Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan 

Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 

1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1248) Sebagai Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 

62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1622); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5243) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6801); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : 

KESATU : Perencanaan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Provinsi 

Kalimantan Tengah Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan 

Sekretaris Daerah ini. 

KEDUA : Perencanaan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam diktum KESATU yang telah ditetapkan dapat dilakukan 

pengurangan atau penambahan. 

KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

Ditetapakan di Palangka Raya 

pada tanggal 

SEKRETARIS DAERAH, 
 

 
 

 
Drs. H. NURYAKIN, M. Si. 
Pembina Utama Madya 
NIP.196506101991031025



LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  

 NOMOR 180/2981/HUK 

TANGGAL 30 DESEMBER 2022 

 

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA DAERAH 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023 
 

No. Jenis Tentang Materi Pokok 

1. Peraturan 
Gubernur 

Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2024 

Merupakan dokumen Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah 
Provinsi Kalimantan Tengah 
untuk tahun 2024 

2. Peraturan 
Gubernur 

Perubahan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Tahun 
2023 

Merupakan perubahan 
dokumen Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Provinsi 
Kalimantan Tengah untuk 
tahun 2023 

3. 
Peraturan 
Gubernur 

Rencana Penanggulangan 
Kemiskinan 

Penanganan dan pendekatan 
yang sistematik, terpadu dan 
menyeluruh, dalam rangka 
meningkatkan pendapatan dan 
mengurangi beban pengeluaran 
serta pemenuhan hak- 
hak dasar masyarakat secara 
layak 

4. Peraturan 
Gubernur 

Indeks Inovasi Daerah Inovasi Perangkat Daerah di 
Lingkungan Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Tengah 

5. Peraturan 
Gubernur 

Indeks Pengelolaan Keuangan 
Daerah 

Dokumen penyampaian laporan 
Keuangan Daerah 

6. Peraturan 
Gubernur 

Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas, Fungsi dan 
Tata Kerja Badan Perencanaan 
Pembangunan, Riset dan 
Inovasi Daerah 

Perubahan Nomenklatur Badan 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah, Penelitian dan 
Pengembangan  

7. Peraturan 
Gubernur 

Rencana Aksi Keselamatan 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
Tahun 2023-2027 

Sebagai pedoman dalam 
penyusunan target dan 
kegiatan bidang Lalu Lintas 
Angkutan Jalan dalam 
menurunkan angka kecelakaan 
di Daerah 

8. Peraturan 
Gubernur 

Profil Kependudukan Tata laksana profil 
kependudukan 

9. Peraturan 
Gubernur 

Pemanfaatan Data 
Kependudukan  

Tata laksana pemanfaatan data 
kependudukan 

10. 
Peraturan 
Gubernur 

Tata Kelola Blanko 
Dokumen 
Kependudukan  

Tata laksana blanko dokumen 
kependudukan 

11. Peraturan 
Gubernur 

Teknis Pelayanan Umum 
Pendaftaran Penduduk dan 
Pencatatan Sipil 

Tata laksana pendaftaran 
penduduk dan pencatatan sipil 
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12. Peraturan 
Gubernur 

Parameter, Kriteria Teknis dan 
Tata Cara Penentuan Status 
Keadaan Darurat Bencana dan 
Status Bencana Provinsi 

Pedoman dalam penentuan 
status keadaan darurat bencana 
dan status bencana provinsi, 
sehingga dalam 
pelaksanaannya menjadi acuan 
pihak-pihak terkait 

13. Peraturan 
Gubernur 

Rencana Induk Pengendalian 
Kebakaran Lahan 

Pencegahan, penanggulangan, 
rehabilitasi kebakaran lahan, 
serta pemetaan daerah rawan 
kebakaran dan pemberdayaan 
masyarakat 

14. Peraturan 
Gubernur 

Pedoman Pemberian 
Tambahan Modal ke Badan 
Usaha Milik Desa dan Badan 
Usaha Milik Desa Bersama 

Mekanisme pemberian bantuan 
dari pihak ketiga kepada 
BUMDes/BUMDesma 

15. Peraturan 
Gubernur  

Sistem Kerja 
Pascapenyederhanaan 
Birokrasi 

Petunjuk teknis mengenai 
sistem kerja pada Instansi 
Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Tengah 

16. Peraturan 
Gubernur 

Tata Naskah Dinas Kesesuaian tata naskah dinas 
dalam proses administrasi di 
Lingkungan Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Tengah 

17. Peraturan 
Gubernur 

Pedoman Pakaian Dinas 
Aparatur Sipil Negara 

Untuk menciptakan 
keseragaman, memelihara 
solidaritas, persatuan, kesatuan 
dan meningkatkan motivasi, 
citra, wibawa, disiplin dan 
tanggung jawab serta 
menunjukkan identitas 
Aparatur Sipil Negara 

18. Peraturan 
Gubernur 

Program Sekolah Penggerak 
dan Implementasi Kurikulum 
Merdeka pada Sekolah Jenjang 
SMA dan SLB 

Pedoman dalam pelaksanaan 
Program Sekolah Penggerak 
serta implementasi kurikulum 
merdeka 

19. Peraturan 
Gubernur 

Standar Pelayanan Minimal 
Penilaian Usaha Perkebunan di 
Provinsi Kalimantan Tengah 

Penyusunan program dan 
kebijakan pembinaaan usaha 
perkebunan, mendorong usaha 
perkebunan untuk memenuhi 
baku teknis usaha perkebunan 
serta kewajibannya sesuai 
peraturan dan ketentuan yang 
berlaku 

20. Peraturan 
Gubernur 

Alokasi Bagi Hasil Pajak 
Daerah Kepada 
Kabupaten/Kota se-
Kalimantan Tengah Tahun 
Anggaran 2023 

Dalam rangka meningkatkan 
pendapatan kepada daerah dan 
kemandirian daerah 

21. Peraturan 
Gubernur 

Standar Harga Satuan yang 
Berbasis Aplikasi Sistem 
Informasi Pemerintah Daerah 
Tahun 2024 

Acuan bagi Perangkat Daerah 
dalam menyusun rencana 
kebutuhan barang milik daerah 
dan RKA Perangkat Daerah 
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22. Peraturan 
Gubernur 

Perubahan Standar Harga 
Satuan yang Berbasis Aplikasi 
Sistem Informasi Pemerintah 
Daerah Tahun 2023 

Perubahan standar harga 
satuan tahun 2023 

23. Peraturan 
Gubernur 

Penjabaran 
Pertanggungjawaban Anggaran 
Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2022 

Pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD Tahun 
Anggaran 2022 

24. Peraturan 
Gubernur 

Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2023 

Penjabaran perubahan APBD 
Tahun Anggaran 2023 

25. Peraturan 
Gubernur 

Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2024 

Penjabarab APBD Tahun 
Anggaran 2024 

 

 
SEKRETARIS DAERAH, 

 
 
 

Drs. H. NURYAKIN, M. Si. 
Pembina Utama Madya 

NIP.196506101991031025 




